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ABSTRAK 
 
DWI MUHAMMAD TAUPIQ (B11109345), Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus 
Polres Jeneponto 2010-2012), di bawah bimbingan Andi Sofyan 
Selaku pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk 
mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor dan kedua untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
untuk menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah 
hukum Polres Jeneponto. 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Jeneponto. Adapun 
jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library 
research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian 
deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan 
kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan 
objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara 
langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang 
diperoleh dari hasil studi pustaka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang telah terjadi kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Jeneponto. 
Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah 1. Faktor Ekonomi, 2. 
Faktor Lingkungan. Upaya -upaya anggota kepolisian  Polres Jeneponto 
untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
adalah 1. melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, 2. 
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di masing-masing kecamatan, 
3. mengadakan patroli khusus berkala yang memberdayakan seluruh 
elemen kepolisian tiap kecamatan untuk meminimalisir kejahatan 
pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
E. Latar Belakang 
Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk 
menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku tertentu terhadap 
individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam 
masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-
kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk 
menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku 
yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan 
bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan 
perilaku jahat.  
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang 
boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan 
saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Melainkan juga 
perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat 
perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya 
hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum 
(Hartanti, 2006:1).  
Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di-
bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam 
pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-
kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materil maupun yang 
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bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam 
kehidupan bermasyarakat. Salah satu kejahatan yang menjadi masalah 
yang cukup besar saat ini adalah pencurian, khususnya pencurian 
terhadap kendaraan bermotor. 
Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan 
manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. 
Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, 
maupun di negara lain.  
Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang 
merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak dan untuk lebih 
jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP.  
Pasal 362 KUHP yang rumusannya :  
Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang yang sama 
sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain 
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan 
hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-
banyaknya        Rp. 900,-. 
 
Kejahatan pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 
362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk 
menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur 
objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian 
atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 
Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian terhadap 
kendaraan bermotor sudah demikian merebak dan meresahkan orang 
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dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat 
sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian 
tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. 
 Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas maka kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor tentulah menjadi masalah yang sangat 
besar di negara hukum seperti Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik 
untuk meneliti permasalahan tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang 
berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Polres 
Jeneponto 2010-2012)”. 
F. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam proposal 
skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto? 
 
G. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto. 
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2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto. 
 
H. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut: 
1. Secara teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 
kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang 
pada gilirannya memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu 
hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana. 
2. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 
kajian bagi semua kalangan termasuk kalangan akademisi dan 
penegak hukum untuk menambah wawasan dibidang ilmu hukum 
khususnya yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
A. Kriminologi 
1. Defenisi Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard 
(1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal 
dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” 
yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu 
tentang kejahatan atau penjahat. 
Bonger (Topo Santoso dan Eve Achjani Zulfa, 2003:10), 
memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi 
ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang 
mencakup:  
a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian 
dari ilmu alam.  
b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh 
pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial). 
c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek 
kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek 
kepribadiannya. 
d. Psipatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit 
sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.  
e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh 
berkembangnya penghukuman, arti penghukuman dan manfaat 
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penghukuman. Disamping itu terdapat kriminologi terapan 
berupa:  
1) Hygiene criminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencengah 
terjadinya kejahatan.  
2) Politic criminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana 
suatu kejahatan telah terjadi. 
3) Kriminalistik (policie scientific), yaitu ilmu tentang pelaksanaan 
penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.  
 
Selain itu pada sisi lain, Moeljatno (1986:6) memberikan 
pengertian bahwa: 
kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, 
kelakuan jelek, serta orang-orang yang bersangkutan pada 
kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya 
perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana 
dari kriminalitas yang merupakan bagian dari masalah 
manusia dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Sedangkan menurut pandangan E.H. Sutherland dan Donald R. 
Cressey (Soedjono Dirdjosiswono, 1994:11) bahwa kriminologi 
merupakan ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai fenomena sosial dan meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi 
perkembangan hukum pidana; 
b. Etimologi kriminal yang mencoba melakukan analisa ilmiah 
mengenai sebab-sebab kejahatan; 
c. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana. 
Rusli Effendy, dkk (1991:9) merumuskan bahwa kriminologi 
adalah: 
melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah 
mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang melakukan 
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kejahatan, apakah itu timbul karena bakat orang itu sendiri 
adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan 
masyarakat disekitarnya baik keadaan sosial maupun 
ekonomis. 
 
Lebih lanjut menurut Wood (Abdussalam, 2007:5) menjelaskan 
bahwa: 
kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang 
diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian 
dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya 
reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan 
penjahat. 
 
Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003:11) 
merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 
bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of 
knowledge regarding crime as a social phenomenon). Menurut 
Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 
pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi 
olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu: 
a. Sosiologi hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang 
dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa 
suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini 
menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan 
hukum (khususnya hukum pidana).  
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b. Etiologi kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab-
musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan 
merupakan kejahatan paling utama.  
c. Penologi  
Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.  
Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono D, 1976:24) memberikan 
definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia. Paul Moedigdo Moeliono tidak 
sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya 
definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku 
kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh 
karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang 
ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari sipelaku 
untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat 
tersebut. Wolfgang, Savitz dan Jonhston (Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa, 2001:12), dalam The Sociology of Crime and 
Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengertian tentang 20 gejala kejahatan dengan jalan 
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
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keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang 
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya. 
J. Contstant (A.S Alam, 2010:2) memberikan definisi kriminologi 
sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor 
yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. 
2. Pembagian Kriminologi 
Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: 
a. Kriminologis teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 
1) Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tanda-tanda fisik menjadi ciri khas dari seorang penjahat, misalnya 
menurut Lambrosso ciri seorang penjahat diantaranya adalah 
tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya 
menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya. 
2) Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam 
kategori sosiologi kriminal adalah: 
a) Etiologi Sosial yaitu Ilmu yang mempelajari tentang sebab-
sebab timbulnya suatu kejahatan. 
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b) Geografis adalah ilmu yang mempelajari pengaruh timbal 
balik antara letak suatu daerah kejahatan. 
c) Klimatologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal 
balik antara cuaca dan kejahatan. 
3) Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan 
ini adalah: 
a) Tipologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
golongan-golongan penjahat. 
b) Psikologi Sosial Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial. 
4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila, misalnya 
mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah 
sakit jiwa seperti: Rumah Sakit Khusus Daerah Makassar. 
5) Penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. Pelaksanaan hukuman telah 
banyak membawa kesuksesan berupa terjaminnya ke-
seimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 10 
KUHP ditentukan dua macam yaitu 
a) Hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, 
penjara, denda dan hukuman tutupan; dan  
11 
b) hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak 
tertentu, perampasan barang serta pengumuman keputusan 
hakim. 
b. Kriminologi Praktis 
Kriminologi Praktis adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk 
memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat 
pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu 
pengetahuan yang diamalkan (aplied criminology). Cabang-cabang 
dari kriminologi praktis ini adalah:  
1) Hygiene Kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya 
meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan, penyediaan 
sarana olahraga dan lainnya. 
2) Politik Kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimana cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya 
kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya 
serta berniat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Untuk 
dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka 
diperlukan keyakinan serta pembuktian. Sedangkan untuk 
dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan 
tentang bagaimanakah sipelaku melakukan kejahatan 
tersebut. 
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3. Kriminologi dan Hukum Pidana 
a. Persamaan 
Kriminologi dan Hukum Pidana mengandung unsur-unsur 
persamaan yaitu: 
1) Obyeknya kejahatan; 
2) Adanya  upaya-upaya mencegah kejahatan. 
b. Perbedaan 
1) Kriminologi lebih kepada ingin mengetahui apa latar belakang 
seseorang melakukan kejahatan sedangkan hukum pidana lebih 
kepada ingin mengetahui apakah seseorang tersebut 
melakukan kejahatan. 
2) Hukum pidana menetapkan terlebih dahulu seseorang sebagai 
penjahat, kemudian kriminologi meneliti mengapa seseorang itu 
melakukan kejahatan. 
3) Kriminologi memberi bahan dalam perumusan Perundang-
undangan pidana, sedangkan dalam hukum pidana pengertian 
kejahatan telah dirumuskan dalam KUHP dan KUHAP. 
4. Manfaat mempelajari Krimiologi 
Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. 
Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan dan makin banyak pula 
pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan 
peradaban (crime is a shadow of civilization) kejahatan adalah 
bayangan peradaban. 
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Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, 
mencucurkan darah dan air mata. Pengedaran gelap narkotika telah 
menghancurkan harapan masa depan berjuta-juta anak remaja. 
Kejahatan kerah putih menyebabkan kerusakan alam dan 
lingkungan yang pada gilirannya menimbulkan banjir, kekeringan 
yang berkepanjangan dan akhirnya membawa akibat hilangnya 
nyawa, rusaknya harta benda dan kerugian yang tak terhitung 
banyaknya. 
Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan 
Perundangan-Undangan yang baru (proses kriminalisasi), menjelaskan 
sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada 
akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan 
(criminal prevention). 
Tidak dapat disangkal kriminologi telah membawa manfaat yang 
tak terhingga dalam mengurangi penderitaan manusia dan inilah yang 
merupakan tujuan mempelajari kriminologi. 
B. Kejahatan 
A. Pengertian Kejahatan 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 1989:125) adalah: 
“Perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau 
mendengar perbuatan yang jahat seperti  pembunuhan, pencurian, 
pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan 
oleh manusia.  
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Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian 
dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan 
yang berbeda satu dengan yang lain. 
Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad 
lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. 
Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2003:11) bahwa 
“emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”. 
Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 
2003:11) menyatakan bahwa: “kemiskinan menimbulkan kejahatan dari 
pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh 
apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”. 
Sementara Thomas Aquino  (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 
2003:11)  menyatakan bahwa “pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu 
orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan 
kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”. 
Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung 
dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi 
merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang 
pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab 
musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dari ruang lingkup 
kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan 
sarjana. 
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Sutherland  (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2003:11) memasuki 
proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran dari undang-undang dan 
reaksi dari pelanggaran Undang-undang tersebut (reacting toward the 
breaking of the law). 
Sementara menurut Bonger (1982:21): 
Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan 
suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi 
pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut 
seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih 
dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian 
dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 
    
1. Pengertian kejahatan dari segi yuridis 
Menurut pandangan hukum,  yang dimaksud dengan kejahatan 
adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan 
dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih 
tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan 
dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-
perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku 
dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu 
kelompok masyarakat.  
R Soesilo (1985:13) menyebutkan pengertian kejahatan secara 
yuridis adalah: 
Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi 
perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP 
misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi 
perumusan Pasal 338 KUHP yang mengatur barang siapa 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
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pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun (15 tahun). 
  
Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi 
pidana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan 
Sementara  menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan 
Eva Achjani Zulfa, 2003:14), bahwa: ciri pokok dari kejahatan adalah 
“perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan 
yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi 
dengan hukuman sebagai upaya pemungkas”. 
Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, 
bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHP. 
2. Pengertian Kejahatan dari Segi sosiologis 
Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran 
sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh 
masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku 
yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala 
kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam 
masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 
perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok 
masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan 
(tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya 
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kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan 
lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau 
kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan 
kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun 
kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun 
tidak diatur dalam undang-undang pidana. 
Menurut R Soesilo (1985:13) bahwa:  
Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah 
laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam 
Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat 
dapat merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan 
tersebut menyerang atau merugikan masyarakat. 
  
Sementara menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 
(2003:15) bahwa:  
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang 
diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai 
macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-
bagian tertentu yang memilki pola yang sama keadaan itu dimungkinkan 
oleh karena adanya sistem kaidah yang ada dalam masyarakat. 
C. Kejahatan pencurian 
1. Pengertian Kejahatan pencurian 
Pada Pasal 362 KUHP oleh (R. Soesilo, 1985:249), rumusannya 
sebagai berikut: 
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
memiliki secara melawan hukum, diancam karena 
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pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-. 
 
Menurut Andi Hamzah (2009:100), delik pencurian adalah delik 
yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang 
disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. 
Dari rumusan tersebut, dapat ditarik unsur-unsur kejahatan 
pencurian sebagaimana dikemukakan oleh A. Zainal Abidin (1987:254) 
sebagai berikut: 
a. Perbuatan mengambil sebagai delik yang sebenarnya. 
“Mengambil” sama dengan mengambil untuk dikuasainya, 
maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut 
belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu 
barangnya sudah ada di tangannya,  maka perbuatan ini bukan 
pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). 
Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, 
apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru 
memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka 
orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru 
“mencoba mencuri”. 
b. Pengambilan itu harus menyangkut sesuatu barang. 
“Sesuatu barang” sama dengan segala sesuatu yang 
berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, 
uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk 
pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi 
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dialirkan kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunya harga 
ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita 
(untuk kenang-kengangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk 
pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. 
c. Barang itu seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Barang 
itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. 
d. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang 
dengan melawan hukum. 
e. “Pengambilan”  itu harus dengan sengaja dan dengan maksud 
untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang 
lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan 
kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud 
“untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. 
Berdasarkan beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang dengan sengaja 
dilakukan dengan jalan mengambil barang milik orang lain baik 
seluruhnya atau sebagian dimana barang tersebut adalah kepunyaan 
orang lain dengan maksud ingin memiliki dengan cara melawan hukum. 
2. Unsur-Unsur Kejahatan pencurian 
Unsur-unsur dari kejahatan pencurian adalah sebagai berikut: 
a. Semua unsur pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP 
b. Unsur-unsur lain seperti: 
1) Barang yang dicuri adalah hewan 
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Pengertian hewan terdapat dalam Pasal 111 KUHP (R. 
Soesilo, 1985:101), sebagai berikut: 
Yang hewan yaitu semua  bintatang yang berkuku satu, 
binatang yang memamah biak dan babi, yang masuk 
binatang berkuku satu yaitu kuda, keledai dan sebagainya. 
Binatang yang memamah biak antara lain: sapi, kerbau, 
kambing, biri-biri dan sebagainya. Harimau, anjing, kucing, 
tidak masuk dalam golongan hewan. 
 
2) Pencurian yang dilakukan sewaktu ada kejadian malapetaka 
seperti: gempa bumi, banjir, kebakaran, gunung meletus dan 
sebagainya. 
Pencurian ini termasuk pencurian berat karena dilakukan 
pada waktu semua orang ribut dan barang-barang dalam 
keadaan tidak terjaga. Orang yang melakukan pencurian dalam 
keadaan yang demikian adalah orang yang rendah moral 
kepribadiannya dan tidak berprikemanusiaan. Tetapi antara 
terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada 
hubungan yang sangat erat dan mempengaruhi secara 
langsung orang yang mempunyai barang. Misalnya: seseorang 
yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan 
saja pada waktu itu di bagian lain dari kota itu terjadi kebakaran 
ini tidak termasuk pencuria yang dimaksud karena pencurian itu 
tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena 
kebakaran itu. 
3) Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 
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Pengertian malam hari adalah seperti yang terdapat 
dalam Pasal 96 KUHP yang rumusannya yaitu waktu antara 
matahari terbenam dan terbit. 
Sedangkan yang dimaksud dengan rumah menurut  
(R. Soesilo, 1985:251), adalah sebagai berikut: 
Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk 
berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan 
sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami 
siang dan malam tidak masuk dalam pengertian rumah, 
sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang 
siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk dalam 
sebutan rumah. 
 
S.R. Sianturi (1986:640), memberikan pengertian 
pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan tertutup yang 
diberi batas jelas seperti pagar besi, selokan dan sebagainya 
dan harus ada rumah dalam pekarangan itu. 
4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 
Pengertian bersama-sama dilihat dalam Pasal 55 KUHP (A. 
Hamzah, 2009:58), sebagai berikut: 
a) Dipidana sebagai pelaku delik: (1) mereka yang 
melakukan, baik yang menyuruh melakukan dan yang turut 
serta melakukan perbuatan; (2) Mereka yang memberi atau 
menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan 
atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesat, 
atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan; b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang 
sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta 
akibatnya. 
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Dari rumusan tersebut, maka untuk dapat dihukum 
sebagai orang melakukan perbuatan (pembuat) dibagi atas: 
(a) Orang yang melakukan (pleger), yaitu sendirian mewujudkan 
segala anasir atau elemen dari delik tersebut; 
(b) Orang menyuruh melakukan (doenpleger) dalam hal ini 
harus lebih dari satu orang dimana ada yang menyuruh 
(doenpleger) dan ada yang disuruh (pleger); 
(c) Orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-
sama melakukan delik; 
(d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai 
kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan 
sengaja memancing untuk melakukan perbuatan itu 
(uitlokker). 
5) Dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu dan jabatan palsu. 
Pengertian membongkar dan merusak pada dasarnya 
adalah sama, namun yang membedakannya dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan yang ditujukan kepada benda 
atau barang yang lebih besar, seperti membuat lubang dinding, 
melepaskan jendela atau pintu, sedangkan pengrusakan atau 
merusak ditujukan kepada hal-hal yang kecil saja, seperti 
memecahkan kaca jendela atau pintu dan sebagainya. 
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Pengertian memanjat dapat dilihat pada Pasal 99 KUHP 
(A. Hamzah, 2009:74), sebagai berikut: 
Yang disebut memanjat termasuk juga melalui yang memang 
ada, tetapi bukan untuk masuk melalui lubang di dalam 
tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi 
selokan atau parit yang digunakan sebagai bahan penutup. 
 
Selanjutnya, pengertian kunci palsu dirumuskan dalam Pasal 
100 KUHP (A. Hamzah, 2009:74) yaitu kunci palsu termasuk juga 
segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. 
Pengertian perintah palsu (R. Soesilo, 1995:252): 
Yaitu suatu perintah yang kelihatannya seprti surat perintah 
asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, tetapi 
sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang berlagak 
seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan 
palsu dari perusahaan listrik agar dapat masuk ke dalam 
rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu. 
Kemudian pengertian jabatan palsu (R. Soesilo, 1995:252) 
yaitu: 
Pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk 
memakainya dan tidak perlu dikeluarkan oleh instansi atau 
kantor yang berwenang untuk itu, misalnya pencuri dengan 
memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi dapat 
masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. 
 
3. Jenis Kejahatan Pencurian 
Tindak pidana terhadap harta benda diatur dalam Buku II KUHP 
dan khususnya kejahatan pencurian diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 
sampai dengan Pasal 367 KUHP. 
Pada Pasal 362-367 KUHP yang mengatur tentang pencurian 
tersebut, terdapat lima kualifikasi pencurian sebagai berikut: 
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a. Pencurian biasa 
Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 
tersebut merupakan dasar pencurian dan juga menjadi tolak ukur 
apakah suatu peristiwa pencurian termasuk dalam pencurian biasa, 
berat, ringan dan lain-lain. Suatu hal penting yang perlu 
diperhatikan adalah perbuatan pembuat harus memenuhi rumusan 
Pasal 362 KUHP. 
Dari rumusan Pasal 362 KUHP tersebut, ditarik suatu 
rumusan yang akan digunakan menentukan kategori pencurian 
biasa sebagai berikut: 
1) Perbuatan mengambil; 
2) Yang diambil adalah sesuatu barang; 
3) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang lain; 
4) Maksud hendak memiliki secara melawan hukum. 
b. Pencurian berat 
Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian 
berat, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus 
memenuhi unsur lain yang terdapat pada Pasal 363 KUHP. 
Andi Hamzah (2009:173) menerjemahkan Pasal 363 KUHP 
sebagai berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
a) Pencurian ternak; 
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b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 
gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, 
kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, 
pemberontakan atau bahaya perang; 
c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki 
oleh orang yang berhak; 
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan 
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukam 
dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan 
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir tiga disertai 
dengan salah satu hal dalam butir empat dan lima maka 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
c. Pencurian ringan 
Masalah pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP 
(Andi Hamzah, 2009:173) yang menentukan sebagai berikut: 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 
KUHP butir empat, begitupun dalam perbuatan yang 
diterangkan dalam Pasal 363 KUHP butir lima, apabila tidka 
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih 
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dari Rp. 250,-diancam karena pencurian ringan dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
sebanyak Rp. 900,-. 
 
Melihat pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 
pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan walaupun harga 
barang tidak lebih dari Rp. 250,-tetapi perbuatan yang dilakukan 
dengan: 
1) Yang dicuri adalah ternak (Pasal 363 sub 1) 
2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi malapetaka atau 
keadaan darurat (Pasal 363 sub 2) 
3) Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (Pasal 363 
sub 3) 
4) Pencurian yang disertai dengan kekerasan (Pasal 365), tidaklah 
dikategorikan sebagai pencurian ringan. 
d. Pencurian dengan kekerasan 
Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP (Andi 
Hamzah, 2009:173) sebagai berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
pencurian yang didahului, disertai atau dilakukan dengan 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam 
hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri 
sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai 
barang yang dicuri. 
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun: 
a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertututp yang ada 
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rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau truk 
yang sedang berjalan; 
b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak 
atau memanjat dengan anak kunci palsu, perintah atau 
pakaian jabatan palsu; dan 
d) Jika perbuatan menyebabkan luka-luka berat. 
3) Jika pebuatan mengakibatkan kematian, maka diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
4) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup 
atau selama jangka waktu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam 
nomor satu dan tiga. 
 
e. Pencurian dalam kalangan keluarga 
Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 
KUHP (Andi Hamzah, 2009:175) yang mengatakan sebagai berikut: 
1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan 
dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena 
kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah 
harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini 
tidak mungkin diadakan tuntutan pidana; 2) Jika dia adalah 
suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah 
harta kekayaan, atau jika ia adalah keluarga sedarah atau 
semenda baik dalam garis lurus maupun menyamping 
derajat kedua, maka terhadapa orang itu hanya mungkin 
diadakan penuntutan jika pengaduan yang terkena 
kejahatan; 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan 
bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung 
(sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi 
orang itu. 
 
Jadi dalam hal ini ada dua ketentuan utama, yaitu: 
28 
1) Bagi seorang suami (istri) yang tidak terpisah meja dan ranjang 
telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap 
istrinya (suaminya) tidak dapat diadakan tuntutan pidana; 
2) Bagi seorang suami (istri) yang telah terpisah meja dan ranjang, 
anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping 
derajat kedua, dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan 
Ketentuan yang pertama tidak dapat dilakukan penuntutan, 
karena pada dasarnya harta suami istri adalah harta benda 
bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain yang ditentukan oleh 
suami istri tersebut. 
Sedangkan ketentuan yang kedua bisa dilakukan 
penuntutan, tetapi harus ada pengaduan dari orang yang 
dikenakan kejahatan, tanpa pengaduan maka tidak dapat diadakan 
penuntutan walaupun itu sesuai dengan rumusan delik. 
Dalam hal ini, maka pencuriannya oleh suami atau istri 
dihukum pula, akan tetapi harus ada pengaduan dari suami atau 
istri yang dirugikan (delik aduan). 
 
D. Kendaraan Bermotor 
Kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 adalah 
Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas 
rel. Umumnya kendaraan bermotor mengguna kan mesin pembakaran 
dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg 
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dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor 
penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). 
Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan di atas jalanan. 
          Peralatan mekanik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang 
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi 
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.Pengertian kata 
kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat 
sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan 
bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang 
dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. 
Kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi 
Tanggal 14 Juli 1993: sepeda motor; mobil penumpang; (termasuk juga 
dari jenis Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia mobil bus; mobil barang; 
kendaraan khusus. 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan atau Tindak Pidana 
Kebijakan penaggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup 
yang cukup luas.Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar 
dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 
'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). 
Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan 
kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif 
sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih 
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menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.Dikatakan 
sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada 
hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. 
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal 
lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran 
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 
kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak 
langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. 
Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan 
dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun diketahui bahwa 
cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik kriminal (cara-cara 
menanggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas nara pidana dan 
mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha 
pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal 
ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang 
bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-
faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, dapat dibentuk pedoman 
dalam politik kriminal yang akan dapat melindungi masyarakat. 
Berdasarkan studi perbandingan, pernah diperlihatkan bahwa 
karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah 
kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam 
taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus 
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kejahatannya, apabila pada suatu waktu melakukan kejahatan, maka yang 
bersangkutan  akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, di lain 
pihak, residivis yang besar kebanyakan berasal dari daerah yang buruk, 
miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola 
anti kejahatan. 
Secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan 
adalah ketekunan pula di dalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada 
saat pemindahannya. Alkohol adalah pelanggaran-pelanggaran yang 
disebabkan oleh kebiasaannya, meski ini bukanlah hal tepat dan benar. 
Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran 
yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan 
merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari 
masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang 
yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan 
yang baik dalam rangka kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga 
masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru terdapat tantangan-
tantangan bila dia berusaha kembali ke dalam masyarakat. 
E.Glueek dan Sheldon (Soedjono, 1970:54) berpendapat bahwa 
“kegiatan orang di dalam kejahatan dipengaruhi oleh tahap-tahap usia di 
dalam hidupnya”.  
Betapa pelik dan kompleksnya usahan menanggulangi kejahatan, 
sehingga penting sekali pelaksanaan crime prevention dengan metode-
metode tertentu yang kiranya dapat diterapkan dalam masyarakat dan 
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wadah-wadah pembinaan para narapidana, Sutherland (Soedjono, 
1970:55) mengetengahkan dua metode yaitu: 
1. Metode Reformasi . 
Suatu cara yang ditujukkan kepada pengurangan jumlah residivis 
(kejahatan ulangan). 
Metode reformasi di bidang penanggulangan kejahatan. 
Salah satu sebab recidivis adalah karena adanya kelemahan dari 
teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri. Hal ini mungkin 
karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun 
ketidaksanggupan untuk mengembangkan teori-teori baru 
karena kurangnya para petugas. 
Dalam hal ini Sutherland akan menerangkan uraian-uraiannya 
pada teori reformasi dan dasar-dasar politis teknisnya sebagai 
berikut: 
a. Metode reformasi dinamik. 
Hingga kini hampir semua bentuk-bentuk reformasi adalah 
metode umum yang memperlihatkan cara bagaimana 
merubah penjahat dari pada kebiasaannya yang tidak 
baik. Ahli-ahli psychology dan sosiologi menganggap cara 
ini sudah usang. 
Meski begitu sumbangan menurut cara-cara lama ini tidak 
dapat diabaikan. Teori klasik yang menganggap 
penyempurnaan reformasi adalah dengan jalan 
memberikan hukuman yang cukup berat. Cara ini 
memperlihatkan teori hedonistik yang nyata dan 
berpegang pada pendapat publik. Kini ditinggalkan oleh 
psychology dan sosiologi karena hukuman yang 
dijatuhkan pada penjara semata-mata mustahil akan 
merubah kejahatan itu sendiri. 
 Metode ini adalah reformasi klinis dimana penjahat 
dimasukkan kedalam penjara, dipecilkan seorang diri 
untuk merenungkan kejahatan yang telah dilakukan agar 
supaya menginsafi kesalahan dan menimbulkan rasa 
sesal dan tobat. 
b. Metode reformasi klinis. 
 Pengaruh-pengaruh politik pemidanaan perorangan 
terhadap penjahat dan pelanggar tidaklah selamanya 
menggunakan teknis yang spesifik ataupun teori 
reformasi. Metode ini berpandangan bahwa kondisi-
kondisi individual yang menyebabkan kejahatan 
karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada 
penjahat dari pada kejahatan itu sendiri. 
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 Kejadian ditafsirkan sebagai gejalah kecacatan dan 
kekacauan individu. Ditekankan pada masalah biologisnya 
tanpa memperhatikan faktor-faktor kelompok si pelanggar. 
 Tapi metode klinis lebih dikenal dalam pandangan, bahwa 
kelainan individu terletak pada ketidakstabilan 
psikologisnya dan bukan pada segi biologisnya. Metode 
ini mendasarkan pada psychiatri kriminal individu. 
 
c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi 
 Baru-baru ini ahli sosiologi psikologis menemukan bahwa 
sifat-sifat alamiah individu sudah mulai disempurnakan 
dengan teori-teori alternatif yang digunakan sebagai dasar 
penelitian dan perlakuan para penjahat. 
 Individu dipandang sebagai kehendak situasi dan bukan 
atas kehendak tingkah laku. Tingkah laku seseorang 
dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih 
besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam 
tingkah lakunya yang khas ataupun karakternya. 
d. Profesional service. 
1. Metode prevensi dalam penanggulangan kejahatan 
2. Metode reformasi seperti halnya metode 
penghukuman, tidaklah memberikan hasil yang 
memuaskan di dalam mengurangi kejahatan. 
 Kedua metode ini sering gagal di dalam memperbaiki 
penjahat yang sudah pernah karena berasal dari situasi 
masyarakat, lingkungannya dimana kejahatan 
berkembang dengan subur. Juga penghukuman tidaklah 
mempunyai daya terhadap kejahatan-kejahatan yang 
belum dilaporkan ke pengadilan ataupun sikap mendekati 
kejahatan seperti pemerasan halus dan lain-lain yang 
belum ada penuntutnya di dalam Undang-undang. 
Pemidanaan dan penghukuman akan sia-sia hasilnya 
apabila penjahat yang selesai menjalankan masa 
pemidanaannya dikembalikan kepada masyarakat dimana 
kejahatan relatif tinggi. 
 Suatu proses kejahatan adalah lebih daripada sikap 
psikologis seorang individu. Apabila kita mengarah 
kepada rangkaian sosialnya, maka kita akan dapat 
bekerja mengadakan prevensi kejahatan. Dengan kata 
lain bahwa pencegahan lebih baik dari pada 
penyembuhan. 
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2. Metode Prevensi 
Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap 
kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang. 
Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif 
juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar 
pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal 
dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak dapat 
dipisahkan dari strategi perencanaan sosial yang lebih luas. 
F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
1. Mazhab lingkungan-ekonomi 
Aliran ini mulai terasa pengaruhnya pada penghabisan abad ke-18 
dan permulaan abad ke-19, ketika timbul sistem baru dalam 
perekonomian dan kelihatan bertambah. Menurut mazhab ini 
mementingkan keadaan ekonomi sebagai sebab timbulnya kejahatan. 
Pandangan masyarakat yang berdasarkan keadaan ekonomi (yang 
dinamakan hisotoris materialisme), akan berpengaruh besar terhadap 
kriminologi. Menurut ajaran ini tiap-tiap cara produksi (umpama feodal, 
kapitalistis) mempunyai penjahat-penjahat sesuai dengan rasa (karya-nya) 
sendiri, menurut jalan pikiran ini jadinya tidak hanya dipersoalkan sampai 
dimana faktor-faktor ekonomi (seperti kesengsaraan) mempunyai 
pengaruh terhadap kejahatan, tapi juga sampai dimana suatu sistim 
ekonomi melalui semua lapisan masyarakat akhirnya menguasai seluruh 
kejahatan. 
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Menurut F. TURATI (seorang italia yang melawan pemerintahan 
fasisme) ia mengatakan tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja, 
tapi juga nafsu ingin memilik, yang berhubungan erat dengan sistem 
ekonomi pada waktu sekarang, mendorong kejahatan-kejahatan ekonomi. 
Mengenai kejahatan terhadap orang (kejahatan agresif), TURATI 
menunjukan akan pengaruh dari keadaan materieel terhadap jiwa 
manusia seperti : kesengsaraan membuat pikiran menjadi tumpul, 
kebodohan, dan ketidak beradaban merupakan penganut-penganutnya, 
dan hal ini merupakan faktor-faktor yang berkuasa dalam timbulnya 
kejahatan serupa ini. Keadaan tempat tempat tinggal (lingkungan) yang 
buruk merosotkan moralitet seksuil dan menyebabkan kejahatan 
kesusilaan. 
2. Beberapa hasil aetiologi daripada sosiologi kriminil 
Sosiologi kriminil sudah berumur kira-kira satu abad ; beberapa 
unsur, yang turut menyebabkan terjadinya kejahatan dipelajarinya dan 
penyelidikan ini tidak di mungkiri menyebabkan kita mempunyai 
pandangan yang lebih dalam. Dalam uraian yang pendek tentang 
kriminologi ini tidaklah mungkin menguraikan seluruh bahan-bahan yang 
didapatnya. Apalagi dengan mendalam. Terpaksa cukup dengan 
memajukan beberapa hasil yang penting saja, seperti ; 
a. Terlantarnya Anak 
Kejahatan anak-anak, pemuda-pemuda sudah merupakan 
bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan 
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penjahat- penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak 
mudanya menjadi penjahat sudah merosot kesusilaanya sejak 
kecil. 
b. Kesengsaraan 
Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi sudah 
terbukti sangat besar asal saja yang dimaksud dengan 
kesengsaraan bukan hanya hampir mati karena kelaparan. Dari 
kejahatan ekonomi secara umum, yang paling banyak menjadi 
penyebabnya adalah kesengsaraan. 
c. Nafsu Ingin Memiliki 
Pada umumnya sangat sukar untuk menentukan dengan 
pasti, karena dengan maksud apa suatu kejahatan dilakukan. 
Karena itu, statistik kriminil di NETHERLAND juga tidak berani 
mengadakan pembagian menurut maksudya. Barangkali dapat 
dikatakan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan karena 
maksud-maksud yang berhubungan dengan faktor kesengsaraan, 
sedangkan kejahatan terhadap kekayaan yang lebih berbelit-belit 
bentuknya, sering disebabkan karena nafsu ingin memiliki atau 
dilakukan oleh penjahat pencaharian. 
d. Demoralisasi seksuil 
Psyco-pathologi modern mengajarkan pada kita dengan 
terang, bahwa lingkungan pendidikan sewaktu masih muda besar 
sekali pengaruhnya terhadap adanya kelainan-kelainan seksuil 
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(biasanya berhubungan dengan kejahatan). Dalam masyarakat 
sekarang banyak sekali anak-anak yang hidup di linkungan yang 
buruk (dari segi sosial, tetapi juga terutama psycologis dan 
paedagogis). Banyak anak-anak terutama dari golongan rendah 
dalam masyarakat mengenal penghidupan kesusilaan sedemikian 
rupa, sehingga menyebabkan mereka dapat memperoleh 
kerusakan dalam jiwanya, yang dapat bersifat hebat sekali. 
e. Alkoholisme 
Mengenai pengaruh langsung dari alkoholisme terhadap 
kejahatan dibedakan antara yang chronis dan yang akut. 
Alkoholisme yang chronis pada seorang yang diwanja sudah tidak 
sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderita- 
penderitayang malang, hingga dapat menyebabkan kejahatan yang 
sangat berbeda macamnya. Dengan jelas hal ini terlihat umpanya 
pada golongan pengemis dan gelandangan, yang daftar hukumnya 
penuh dengan bermacam-macam kejahatan, sedangkan 
kebanyakan dari mereka adalah peminum yang chronis. 
Alkoholisme akut adalah terutama berbahaya karena ia 
menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong daya 
menahan diri dari sipeminum. Begitulah seseorang yang 
mempunyai gangguan-gangguan dalam kehidupan seksuilnya, jika 
minum alkohol yang melampaui batas, yang menyebabkan ia tak 
dapat menahan hawa nafsunya lagi, akan mencari kepuasan 
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seksuilnya dengan cara yang melanggar undang-undang, dan 
akibatnya ia akan dituntut di depan pengadilan. 
f. Kurangnya Peradaban 
Peradaban dan pengetahuan yang terlalu sedikit, dan 
kurangnya daya menahan diri yang bergandengan dengan itu. Tapi 
masih ada juga kelompok-kelompok yang besar yang hidup dalam 
keadaan kerohanian yang menyedihkan, kebudayan untuk mereka 
semata-mata merupakan kata hampa saja : masih ada orang-orang 
barbar yang hidup dalam masyarakat beradab. Adalah negara- 
negara, daerah-daerah, dan golongan-golongan penduduk yang 
paling terbelakang yang menunjukan kejahatan kekerasan yang 
paling banyak. 
g. Perang 
Perang pernah disebut sebagai percobaan besar-besaran 
dalam lapangan sosiologi, karena hampir semua faktor yang dapat 
menyebabkan kejahatan, di buatnya menjadi lebih penting. 
3. Mazhab Bio-Sosiologi 
                Rumusnya berbunyi “tiap kejahatan adalah hasil darai unsur- 
unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik“. Suatu 
kejahatan tertentu, adalah hasil dari dua unsur tadi. Yang dimaksud 
dengan unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur seperti apa 
yang diterangkan oleh Lombroso. Baiknya ialah bahwa rumus tersebut 
berlaku untuk semua perbuatan manusia, jahat ataupun tidak. 
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4. Mazhab Spiritualis 
Diantaranya aliran-aliran dalam kriminologi yang mempunyai 
kedudukan sendiri, ialah aliran yang dulu mencari sebab terpenting dari 
kejahatan adalah tidak berimannya seseorang. Tetapi kemudian aliran ini 
mengalami bermacam-macam perobahan dan kehalusan, yang oleh 
karenanya –demikian itu jika mungkin- pada waktu sekarang lebih tepat 
jika dinamakan aliran neo-spiritualis yang lebih dari pada aliran-aliran yang 
sudah dibicarakan mempunyai kecenderungan, mementingkan unsur 
kerohanian dalam terjadinya kejahatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian 
dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Jeneponto. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan oleh Penulis dalam 
skripsi ini, maka Penulis berinisiatif untuk melaksanakan penelitian di 
Polres Kab. Jeneponto. Penulis memilih lokasi ini, karena instansi tersebut 
yang terkait langsung dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor di 
Kab. Jeneponto. Di samping itu, Kab. Jeneponto adalah tempat Penulis 
dilahirkan sehingga dapat mempermudah dalam pengumpulan data, 
informasi, fakta dan semua yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, 
penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data tersebut: 
1. Penelitian kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perUndang-Undangan dan berbagai 
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instansi yang terkait di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat 
dari relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
2. Penelitian Lapangan 
Untuk mengumpulkan data data penelitian lapangan Penulis 
menggunakan dua cara yaitu: 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna memperoleh data yang diperlukan 
baik data primer maupun data sekunder. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung pada responden dalam hal ini 
adalah pihak kepolisian, pelaku dan segala pihak yang terkait 
dalam objek penelitian penulis. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 
penelitian (field research) yang bersumber dari responden yang 
berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari bahan 
telaah kajian pustaka berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil 
penelitian) dan berbagai instansi yang terkait dalam objek penelitian 
ini. 
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D. Teknik Analisa Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun sekunder merupakan data yang yang 
sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian di mana 
menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak 
yang terkait baik secara tertulis maupun lisan. Dengan jalan 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang ada dan yang 
tentunya berhubungan dengan masalah ini. Setelah data tersebut 
diperoleh, maka selanjutnya akan diproses secara deduktif dengan 
berdasarkan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian 
meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah 
kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang 
terbentang sepanjang ± 95 di bagian selatan. Secara geografis terletak 
diantara 50 16’ 13”-50 39’ 35” Lintang Selatan dan 120 40’ 19”-120 7’ 51” 
Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan: Ditinjau dari 
batas-batasnya maka pada sebelah Utara berbatasan dengan Gowa, 
sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Barat 
berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan 
dengan Kabupaten Bantaeng.  
Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 
km2. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis 
penggunaan tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 
1999 adalah tegalan/kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua 
adalah sawah panen satu kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga 
adalah hutan Negara seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan 
tanah untuk pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah 
adalah ladang/Huma seluas 31 ha atau 0,04%. 
a) Topografi  
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada 
umumnya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, ini dapat dilihat 
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bahwa pada bagian Utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit 
yang membentang dari Barat ke Timur dengan ketinggian 500 sampai 
dengan 1.400 meter diatas permukaan laut. Daerah ini cocok bila 
dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura dan 
sayur-sayuran. Dibagian Tengah Kabupaten Jeneponto meliputi 
wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 
meter diatas permukaan laut, dan bagian Selatan meliputi wilayah-
wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 
meter di atas permukan laut.  
Daerah ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup potensial untuk 
pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan. 
Pada bagian Selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan 
ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas permukaan laut. Daerah 
ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai areal 
pengembangan industri penggaraman dan daerah ini telah tumbuh 
usaha penggaraman rakyat.  
b) Tanah dan Geologi  
Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 
(enam) golongan jenis tanah yaitu : 
a. Jenis tanah Alluvial. Jenis tanah semacam ini terdapat di 
Kecamatan Bangkala, dan Alluvial coklat kelabu terdapat di 
Kecamatan Binamu dan Tamalatea. 
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b. Jenis tanah Gromosal kelabu terdapat di Kecamatan Bangkala, dan 
Gromosal Kelabu Tua terdapat di Kecamatan Binamu, Tamalatea 
dan Batang. gromosal hitam terdapat di Kecamatan Tamalatea, 
Binamu dan Batang. 
c. Jenis tanah Mediteren. Jenis tanah Mediteren coklat terdapat di 
kecamatan Bangkala, Batang dan Kelara. Sedangkan Mediteren 
Coklat Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Bangkala, 
Tamalate, Binamu dan Kelara. 
d. Jenis tanah Lotosal . Jenis tanah Lotosal Coklat Kekuning-kuningan 
terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate dan Kelara. Sedangkan 
Lotosal Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Kelara. 
e. Jenis tanah Andosil. Jenis tanah Andosil kelabu terdapat di 
Kecamatan Kelara.  
f. Jenis tanah Regional, Jenis tanah regional coklat terdapat di lima 
Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jeneponto. 
 Dengan adanya 6 (enam) jenis tanah di Kabupaten Jeneponto, 
maka pola penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto lebih bervariatif 
dibanding dengan pola dari daerah lain. Pada umumnya penggunaan 
tanah di Kabupaten Jeneponto disesuaikan pemanfaatannya, lahan yang 
ada terbagi untuk perkampungan, pesawahan, tegalan, perkebunan, 
kebun campuran, tambak/empang serta areal hutan, alang-alang dan lain-
lain.  
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c) Iklim  
a. Musim  
Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 
(enam) golongan jenis tanah yaitu: Keadaan musim di Kabupaten 
Jeneponto pada umumnya sama dengan keadaan musim di daerah 
Kabupaten lain dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dikenal 
dengan 2 (dua) musim yakni musim hujan dan musim kemarau. 
Musim Hujan terjadi antara Bulan November sampai dengan Bulan 
April sedangkan musim. Kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai 
dengan Bulan Oktober.  
b. Curah Hujan  
Curah hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto pada 
umumnya tidak merata, hal ini menimbulkan adanya wilayah 
daerah basah dan wilayah semi kering. Curah hujan di Kabupaten 
Jeneponto yang tertinggi tahun 1999 jatuh pada Bulan Januari 
sedangkan curah hujan terendah atau terkering terjadi pada Bulan 
Juni, Agustus, September dan Oktober.  
c. Iklim  
Ditinjau dari klasifikasi iklim maka Kabupaten Jeneponto 
memiliki beberapa tipe iklim, tipe iklim tersebut adalah :  
1. Tipe iklim D3 dan Z4 yaitu wilayah memiliki bulan kering secara 
berurutan berkisar 5-6 bulan sedangkan bulan basah 1-3 bulan.  
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2. Tipe iklim C2 yaitu wilayah memiliki bulan basah 5-6 bulan dan 
bulan lembab 2-4 bulan. Tipe ini dijumpai pada daerah 
ketinggian 700-1.727m diatas permukaan laut yakni pada 
wilayah kecamatan Kelara.  
d) Industri  
Bidang usaha industri di Kabupaten Jeneponto tampak dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut 
diikuti pula dengan meningkatnya tenaga kerja, nilai investasi dan 
nilai produksi. Peningkatan tersebut tidak lepas dari adanya 
perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto dengan memberikan pembinaan dan bimbingan melalui 
pelatihan keterampilan bahkan memberikan paket bantuan 
penguatan modal kerja dengan sistem bergulir atau repolving.  
Dengan melihat perhatian Pemerintah Daerah yang begitu 
besar terhadap pembangunan industri, maka di daerah ini telah 
tumbuh dan berkembang berbagai jenis industri kecil yang 
menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan perusahaan 
industri kecil dalam kurun waktu 1996-1999 meningkat rata-rata 
2,52% pertahun yaitu dari 2.273 perusahaan tahun 1996 menjadi 
2.5353 perusahaan tahun 1999. Untuk penyerapan tenaga 
meningkat rata-rata sebesar 2,65% per tahun yaitu 5.539 orang 
tahun 1996 menjadi 5.855 orang tahun 1999. sedangkan jumlah 
investasi rata-rata naik sebesar 4,00% per tahun yaitu dari 
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Rp.1.917.418,- tahun 1996 menjadi Rp. 2.100.061,- pada tahun 
1999.  
Jenis usaha industri kecil yaitu Industri makanan, minuman 
dan tembakau yaitu sebanyak 1.275 perusahaan atau sekitar 
54,19% dari jumlah perusahaan industri kecil tahun 1999, industri 
tekstil, pakaian jadi dan kulit sebanyak 453 perusahaan atau sekitar 
19,25%, industri kayu, bambu, rotan, rumput dan jenisnya 
sebanyak 441 perusahaan atau sekitar 18,74% sedangkan yang 
terkecil adalah industri yang berkode 34 yaitu industri kertas dan 
barang dari kertas percetakan dan penerbitan yaitu sebanyak 8 
perusahaan atau 0,34%.  
Industri Garam Rakyat Kabupaten Jeneponto adalah 
merupakan daerah penghasil garam terbesar di Kawasan Timur 
Indonesia. Luas areal saat ini adalah 565,63 Ha dengan jumlah 
produksi rata-rata pertahun adalah sekitar 46.000 ton.  
Dalam rangka mensukseskan program Pemerintah dalam 
Upaya Pengulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium 
(GAKY), maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melakukan 
upaya seperti penegakan hukum melalui Peraturan Daerah dan 
Surat Keputusan Bupati Jeneponto mengenai Larangan peredaran 
Garam Non Yodium.  
Industri gula merah Kabupaten Jeneponto yang memiliki 
potensi pohon lontar (siwalan) yang begitu besar jumlahnya yang 
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tersebar pada semua kecamatan sangat memungkinkan untuk 
pengembangan sentra industri gula merah. Saat ini pengelolaan 
gula merah rakyat masih dikelola secara tradisional sehingga 
diperlukan adanya terknologi yang lebih modern untuk pengolahan 
gula merah yang diharapkan dapat menghasilkan produk gula 
merah dengan kualitas yang bersaing.  
e) Transportasi 
Pada dasarnya jaringan jalan yang ada di Kabupaten 
Jeneponto, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  
a. Jalan Arteri Primer yaitu penghubung antara Kabupaten 
Jeneponto dengan daerah-daerah yang ada di daerah 
Sulawesi Selatan.  
b. Jalan Kolektor yaitu penghubung antara pusat-pusat kegiatan 
yang ada di dalam kota.  
 
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian 
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto 
Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan tidak serta 
merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang 
umumnya terjadi di Negara Indonesia selain karena adanya kesempatan 
pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor 
ekonomi, kebiasaan dan sebagainya. 
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Hal yang sama juga sangat mungkin terjadi di Kabupaten 
Jeneponto tempat Penulis melakukan penelitian. Penulis melakukan 
penelitian di kantor Kepolisian setempat mengenai kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor ditinjau dari sisi kriminologis. Berdasarkan data yang 
yang diperoleh Penulis terkait kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
ditemukan banyak kasus terhitung dari 2010 sampai akhir tahun 2012. Hal 
ini membuktikan bahwa di Kabupaten Jeneponto kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor sangat rentang terjadi. 
Data kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang diperoleh dari 
Kepolisian Resort Kabupaten Jeneponto mulai tahun 2010-2012 :  
1. Data Kejahatan Tahun 2010 
Tabel 4.1 
Data Kejahatan Tahun 2010 
 
No Jenis Kendaraan Tempat Ket. 
1. 
Motor Yamaha 
Sport 
Kalukuang Desa 
Kampala Kec. Arungkeke 
19 Maret 
2010/02.30 
Wita 
2. 
Motor Yamaha 
Sport 
Kalukuang Desa 
Kampala Kec. Arungkeke 
19 Maret 
2010/02.30 
Wita 
3. 
Motor Yamaha 
Sport 
Beroanging Kec. 
Bangkala 
21 Maret 
2010/11.30 
Wita 
4. 
Motor Suzuki 
Bebek 
Bontobangung Desa 
Lambangmanai Kec. 
Rumbia 
21 April 
2010/03.00 
Wita 
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5. 
Motor Yamaha 
Sport 
Balangdangan Kel. 
Tonrokassi Timur Kec. 
Tamalatea 
20 Mei 
2010/03.00 
Wita 
6. 
Motor Yamaha 
Solo 
Kampong Beru Desa 
tombo-tombolo Kec. 
Bangkala 
02 Juni 
2010/17.00 
Wita 
7. 
Motor Yamaha 
Solo 
Bangkengnunu Desa 
Barayya Kec. 
Bontoramba 
24 Juli 
2010/16.00 
Wita 
8. 
Motor Yamaha 
Solo 
Bungung Kanunang Kel. 
Tolo Kec. Kelara 
24 Agustus 
2010/ 04.30 
Wita 
9. Motor Suzuki Solo 
Bontokatangka Desa 
Bontoujung Kec. 
Tarowang 
21 Oktober 
2010/02.30 
Wita 
10. 
Motor Yamaha 
Jupiter Solo 
Bungunglabuang Desa 
Punagayya kec. 
Bangkala 
06 
November 
2010/03.00 
Wita 
11. 
Motor Kawasaki 
Ninja Sport 
Sarroanging Kel. 
Bontotangnga Kec. 
Tamalatea 
18 
November 
2010/18.00 
Wita 
12. 
Motor Yamaha 
jupiter Solo 
Balangloe Kel. 
Balangberu Kec. Binamu 
03 
November 
2010/08.00 
wita 
13. 
Motor Yamaha 
Jupiter Solo 
Bungunglabuang Desa 
Punagayya Kec. Bagkala 
06 
November 
2010/03.00 
Wita 
*Sumber data dari Kepolisian resort Kabupaten Jeneponto 
 
2. Data Kejahatan Tahun 2011 
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Tabel 4.2 
Data Kejahatan Tahun 2011 
 
No. Jenis Kendaraan Tempat Ket. 
1. 
Motor Yamaha 
Sport 
Kawaka Desa Punagayya 
Kec. Bangkala 
06 Februari 
2011/02.00 
Wita 
2. 
Mobil Suzuki 
Minibus 
Sepeka Kel. Tolo Kec. 
Kelara 
17 Februari 
2011/02.30 
Wita 
3. 
Motor Yamaha 
Sport 
Bontotangnga 
Kec.Tamalatea 
09 Februari 
2011/10.00 
Wita 
4. 
Motor Yamaha 
Sport 
Kantor BRI Pallenggu 
14 April 
2011/15.00 
Wita 
5. Motor Honda Solo 
Borong Bilalang Kec. 
Kelara 
22 April 
2011/15.00 
Wita 
6. 
Motor Kawasaki 
Sport 
Agang Je’ne Kel. 
Empoang Kec. Binamu 
1 Juni 
2011/02.00 
Wita 
7. 
Motor Yamaha 
Solo 
Linrungloe Desa 
bangkalaloe Kec. 
Bontoramba 
24 Juni 
2011/10.00 
Wita 
8. Motor Honda Solo 
Boronglamu Kec. 
Arungkeke 
20 Juni 
2011/03.00 
Wita 
9. - 
Bontoloe Kel. Balang 
Kec. Binamu 
4 juli 
2011/12.00 
Wita 
10. 
Motor Yamaha 
Matic 
Pa’cellanga Kel. 
Pallenggu Kec. Bangkala 
3 Agustus 
2011/05.00 
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Wita 
11. 
Motor Yamaha 
Sport 
Sangngingloe kel. 
Bontotangnga kec. 
Tamalatea 
12 Oktober 
2011/01.00 
Wita 
12. 
Motor Yamaha 
Matic 
Borong Untia Barat Kel. 
Benteng Kec. Bangkala 
20 Oktober 
2011/02.00 
Wita 
13. 
Motor Yamaha 
Sport 
Bonto Panno Desa 
Rumbia Kec. Rumbia 
15 Oktober 
2011/12.00 
Wita 
14. 
Motor Yamaha 
Matic 
Boronglamu Kec. 
Arungkeke 
23 Oktober 
2011/20.00 
Wita 
15. 
Motor Suzuki 
Bebek 
Batucidu kel. Bontoraya 
Kec. Batang 
11 Oktober 
2011/19.20 
Wita 
16. 
Motor Yamaha 
Bebek 
Ganrang Batu desa 
Kayuloe Kec. Turatea 
15 
Desember 
2011/10.00 
Wita 
17. 
Motor Yamaha 
Matic 
Ala-ala Desa Boronglamu 
Kec. Arungkeke 
17 Desember 
2011/10.00 
Wita 
*Sumber data dari Kepolisian resort Kabupaten Jeneponto 
3. Data Kejahatan Tahun 2012 
Tabel 4.3 
Data Kejahatan Tahun 2012 
 
No. Jenis Kendaraan Tempat Ket. 
1. 
Motor Yamaha 
Bebek 
Garonggong Desa Tuju 
kec. Banglkala 
23 Januari 
2012/10.00 
Wita 
2. Motor Yamaha BungungLompoa Kel. 28 Maret 
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Bebek Bontotangnga Kec. 
Tamalatea 
2012/17.00 
Wita 
3. 
Motor Yamaha 
Bebek 
Tete Batu Kel. Empoang 
Kec. Binamu 
10 Maret 
2012/03.00 
Wita 
4. 
Motor Yamaha 
Bebek 
Bungung Lompoa Kel. 
Bontotangnga Kec. 
Tamalatea 
28 Maret 
2012/17.00 
Wita 
5. 
Motor Yamaha 
Bebek 
Saroppo Kel. Tolo 
Selatan kec. Kelara 
25 april 
2012/08.30 
Wita 
6. Motor Suzuki Sport 
Kel. Blang Toa Kec. 
Binamu 
25 Mei 
2012/10.00 
Wita 
7. 
Motor Yamaha 
Matic 
Pa’baengbaeng Desa 
Rumbia Kec. Rumbia 
21 juni 
2012/03.30 
Wita 
8. 
Motor Yamaha 
Bebek 
Pa’baengbaeng Desa 
Rumbia Kec. Rumbia 
21 Juni 
2012/03.30 
Wita 
9. 
Motor Yamaha 
Matic 
Boro Desa Tompobulu 
Kec. Rumbia 
26 Juni 
2012/12.15 
Wita 
10. Motor Suzuki Sport 
Bontoa Desa Baltar Kec. 
Taroang 
23 Juli 
2012/01.00 
Wita 
11. Motor Suzuki Matic 
Bontoa Desa Baltar Kec. 
Taroang 
23 Juli 
2012/01.00 
Wita 
12. Motor Suzuki Solo 
Taipa Canni Desa Tino 
Kec. Tarowang 
09 Juli 
2012/03.00 
Wita 
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13. 
Motor Yamaha 
Matic 
Allu Kel. Benteng Kec. 
Bangkala 
15 Juli 
2012/12.00 
Wita 
14. Motor Honda Matic 
Alluka Kel. Benteng Kec. 
Bangkala 
20 Agustus 
2012 
15. - 
Bangkala Desa Tuju Kec. 
Bangkala 
21 Agustus 
2012 
16. 
Motor Yamaha 
Solo 
Tiu Desa Palantikang 
Kec. Kelara 
02 Agustus 
2012/17.00 
Wita 
17. Mobil Pick Up 
Bungung Bila Kel. Tolo 
barat Kec. Kelara 
22 Agustus 
2012/02.00 
Wita 
18. 
Motor Yamaha 
Matic 
Pacinongan Kel. Tino 
Kec. Tarowang 
10 Agusuts 
2012/01.00 
Wita 
19. Motor Honda Solo Allu Kec. Bangkala 
31 Oktober 
2012 
20. Motor Honda Solo 
Junggea Desa Bungeng 
Kec. Batang 
16 
November 
2012 
21. 
Motor Yamaha 
Matic 
Bontoburungeng Desa 
Camba-camba Kec. 
Batang 
10 
Desember 
2012 
22. 
Motor Yamaha 
Solo 
Pa’baeng-baeng Desa 
Pattiro Kec. Bangkala 
Barat 
25 
Desember 
2012 
*Sumber data dari Kepolisian resort Kabupaten Jeneponto 
 
Tabel 4.4 
Data Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor  
Tahun 2010 - 2012 
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Jumlah 
Kasus 
Jumlah Kasus Pertahun Persentase Kejahatan 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 
52 13 17 22 25% 32,69% 42,31% 
*Sumber data dari Kepolisian resort Kabupaten Jeneponto 
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Diagram 4.1 
Perbandingan Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor  
Tahun 2010 – 2012 
 
 
**Sumber data dari Kepolisian resort Kabupaten Jeneponto 
 
Berdasarkan tabel di atas, data yang didapatkan adalah 
peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten 
Jeneponto dari tahun 2010-2012. Tindakan kriminalitas sangat banyak 
baik di kota besar maupun kota kecil. Perbuatan tersebut banyak 
dasarnya baik dari diri sendiri ataupun dorongan dari orang lain. Biasanya 
kriminalitas kebanyakan berlatar belakang dari kondisi ekonomi dan 
masyarakat sekitar. Tindakan kriminal ada yang bersifat sembunyi- 
sembunyi dan ada juga yang terang-terangan. Kriminalitas masih menjadi 
satu kesatuan dengan kemiskinan, setelah diperhatikan kemiskinan tidak 
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hanya miskin harta tetapi juga miskin ilmu, miskin hati dan banyak lainnya. 
Jika kejahatan meningkat itu adalah salah satu faktor dari pengangguran 
yang ada karena para pengangguran memiliki banyak waktu kosong 
selain itu juga kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas pada sekarang ini 
sehingga mereka para penganggur merasa tidak adil dan berfikir untuk 
melakukan tindak kriminalitas. Selain itu perubahan sosial yang ada 
merupakan salah satu pemicu tindak kriminalitas. Selain itu kriminalitas 
juga identik dengan dunia remaja yang serba ingin tahu dan ingin 
mencoba hal-hal yang baru. Dapat Penulis jelaskan seperti ini, salah satu 
problem pokok yang dihadapi oleh kota besar, dan kota-kota lainnya tanpa 
menutup kemungkinan terjadi di pedesaan, adalah kriminalitas di 
kalangan remaja, seperti halnya kejahatan pencurian yang terjadi di 
Negara Indonesia khusunya di Jeneponto.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim, kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor di Jeneponto umumnya dilatarbelkangi 
oleh kondisi ekonomi pelaku. Kemiskinan membuat para pelaku terjebak 
melakukan kejahatan pencurian. Selain itu didapatkan fakta bahwa 30% 
pelaku dari pencurian kendaraan bermotor di Jeneponto adalah pelajar 
tingkat menengah atas dan 70%nya adalah pengangguran, pedagang dan 
profesinya adalah pencuri. Pelajar yang bertindak sebagai pelaku 
mempunyai latar belakang keluarga mampu. Mereka mencuri bukan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari namun untuk dijual dengan harga 
rendah dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli miras, obat-
59 
obatan dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari hasil wawancara 
tanggal 14 mei adalah sebagai berikut : 
1. Kondisi Ekonomi (kemiskinan) 
Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang terkenal dengan 
cuaca panas. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat yang 
mayoritas adalah petani dan pekebun sulit untuk meningkatkan taraf 
hidupnya sehingga tidak sedikit dari mereka mengambil jalan pintas 
yaitu mencuri. Mereka melakukan pencurian untuk memenuhi 
kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka yang 
meninggalkan pekerjaannya sebagai petani ataupun pekebun demi 
mencuri mengingat lebih banyak hasil yang didapatkan dari mencuri 
tanpa memperhatikan hukuman yang mungkin mereka dapatkan. 
2. Lingkungan 
Dari data yang didapatkan menyebutkan bahwa selain dari 
faktor kemiskinan , faktor lingkungan juga berpengaruh besar. 30% 
remaja sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor bergaul 
dilingkungan yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka 
terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor. Mereka melakukan kejahatan ini untuk 
bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka curi. 
Misalnya mabuk-mabukan, obat-obatan dan sebagainya. 
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Kejahatan pencurian yang terjadi di Jeneponto berdampak pada 
stabilitas keamanan di daerah tersebut. Kejahatan Pencurian talah 
menjadi momok tersendiri di masyarakat setempat. Banyak pihak yang 
menganggap aparat Kepolisian lamban dalam mengungkap kasus-kasus 
pencurian yang terjadi. Hal ini mengakibatkan masyarakat sebagai korban 
memiliki rasa malas untuk melaporkan kasus tersebut ke aparat 
Kepolisian. Selain itu, ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk 
menyelesaikan kasus ini. Motor yang telah dicuri sebenarnya bisa 
didapatkan kembali oleh pemiliknya dengan syarat membayar uang 
dengan nominal tertentu kepada pencuri. Pelaku biasanya menghubungi 
korban melalui telepon untuk meminta uang dengan nominal tertentu 
sesuai jenis motor korban. Hal ini yang membuat para korban lebih 
cenderung memilih langkah ini dari pada melaporkan kasusu tersebut 
kepada pihak Kepolisian. 
 
C. Upaya yang Dilakukan 
Aparat Kepolisian dalam Menangani Kasus Pencurian Kendaraan 
Bermotor di Kabupaten Jeneponto. 
 Pencurian Kendaraan Bermotor yang terjadi di Kabupaten 
Jeneponto, Penulis menganggap perlu dilakukannya serangkaian upaya 
dalam rangka menekan tingginya kejahatan pencurian tersebut. 
Mengingat bahwa pencurian kendaraan bermotor adalah kejahatan yang 
sangat berpengaruh besar dalam stabilitas keamanan di Kabupaten 
Jeneponto. 
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Pada penelitian yang dilakukan Penulis pada tanggal 14 Mei 2013 
Penulis melakukan wawancara pada bapak Muhammad Rahim selaku 
Kaur Reskrim Polres Jeneponto, beliau mengemukakan bahwa dalam 
mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
polisi mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Jeneponto, 
Polres setempat melakukan koordinasi dengan seluruh elemen 
masyarakat. 
b. Aparat Kepolisian dan 
Kejaksaan serta dinas-dinas yang terkait melakukan penyuluhan 
kepada masyarakat di masing-masing kecamatan di wilayah hukum 
Polres Jeneponto. 
c. Aparat Kepolisian 
polresta Jeneponto mengadakan patroli khusus berkala yang 
memberdayakan seluruh elemen Kepolisian tiap kecamatan untuk 
meminimalisir kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan 
bermotor. 
Selain melakukan penelitian pada kantor Kepolisian, Penulis juga 
melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Jeneponto terkait 
peran serta masyarakat terhadap kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor. Bapak Abdullah Sijaya mengemukakan bahwa yang beliau lihat 
selama ini aparat Kepolisian kurang aktif dalam mengungkap dan 
menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor. Selain itu juga 
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kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan membantu polisi 
mengungkap kasus pencurian tersebut. Bapak Abdullah Sijaya yang 
menjadi korban pencurian tapi tidak melaporkannya kepada aparat 
Kepolisian karena selama ini di Jeneponto ada jalan lain untuk 
meyelesaikan kasus pencurian tersebut yaitu dengan membayar uang 
dengan nominal tertentu kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor. 
Menanggapi komentar diatas, Penulis menyimpulkan bahwa selain 
kurang aktifnya aparat Kepolisian dalam mencari infomasi dari masyarakat 
ternyata ada juga korban pencurian yang membiarkan kejadian tersebut 
sehingga masyarakat sekitarpun tidak ingin mencampuri dengan kejadian 
yang terjadi pada keluarga korban. 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh 
Penulis, Penulis menemukan bahwa pihak Kepolisian jarang terlihat 
melakukan patroli dalam upaya menekan tingginya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor. Padahal Penulis beranggapan bahwa hal itu perlu 
dilakukan guna mencegah terjadinya pencurian khususnya pencurian 
kendaraan bermotor. Selain itu perlu juga dilakukan penyuluhan kepada 
masyarakat apabila terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor agar 
segera melaporkan kejadian tersebut ke aparat Kepolisian untuk 
ditindaklanjuti.  
Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan hasil penelitian 
diatas, Penulis berkesimpulan bahwa upaya yang harus dilakukan pihak 
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Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor di Kabupaten Jeneponto mencakup :  
1) Melakukan penyuluhan 
dan tindakan pre-emtif secara berkala di tiap kecamatan dalam wilayah 
hukum Kabupaten Jeneponto. 
2) Aparat Kepolisian harus 
lebih aktif melakukan patroli untuk meminimalisir terjadinya kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor. 
3) Aparat Kepolisian harus 
menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar masyarakat 
lebih berpartisipasi dalam membantu penanggulangan kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor. 
4) Aparat Kepolisian serta 
instansi pemerintah setempat yang terkait perlu mengadakan 
penyuluhan dan bimbingan khusus terhadap pelajar yang menjadi 
pelaku pencurian kendaraan bermotor. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan Pembahasan di atas maka Penulis menyimpukan : 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto adalah : 
a. Kondisi Ekonomi (kemiskinan) 
Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang terkenal dengan 
cuaca panas. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat yang 
mayoritas adalah petani dan pekebun sulit untuk meningkatkan 
taraf hidupnya sehingga tidak sedikit dari mereka mengambil jalan 
pintas yaitu mencuri.  
b. Lingkungan 
Dari data yang didapatkan menyebutkan bahwa selain dari 
faktor kemiskinan faktor lingkungan juga berpengaruh besar. 30% 
remaja sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor bergaul 
dilingkungan yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka 
terjerumus dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor.  
2. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kabupaten Jeneponto adalah :  
a. Untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Jeneponto, 
Polres setempat melakukan koordinasi dengan seluruh elemen 
masyarakat. 
65 
b. Aparat Kepolisian dan kejaksaan serta dinas-dinas yang terkait 
melakukan penyuluhan kepada masyarakat di masing-masing 
kecamatan di wilayah hukum Polres Jeneponto. 
c. Aparat Kepolisian polresta Jeneponto mengadakan patroli khusus 
berkala yang memberdayakan seluruh elemen Kepolisian tiap 
kecamatan untuk meminimalisir kejahatan pencurian khususnya 
pencurian kendaraan bermotor. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, 
Penulis menyarankan agar : 
1. Setiap masyarakat seharusnya dapat menyadari dan bertindak lebih 
aktif dalam membantu aparat menyelsaikan kasus pencurian 
kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto. 
2. Perlu adanya tindakan pre-emtif, preventif dan represif yang jelas dari 
pemerintah setempat bekerja sama dengan aparat Kepolisian untuk 
mencegah dan menekan tingginya kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor. 
3. Aparat Kepolisian selaku pihak yang berperan langsung dalam 
penegakan hukum dan yang bertugas dalam upaya penanggulangan 
seharusnya dapat bertindak lebih aktif dengan melakukan koordinasi 
dengan lembaga-lembaga terkait seperti dinas-dinas dan pemerintah 
setempat. 
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